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BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan ketentuan Pasal 23
ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI.
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355 );

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5257);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara an
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020
tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta
Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009
tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan
Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 418) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor :
148 /PMK.07/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman
Pendanaan Urusan Bersama Pusat Dan Daerah Untuk
Penanggulangan Kemiskinan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 982);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Dana Operasinal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk
Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo
Nomor 1 Tahun 1996 tentang Penyertaan Modal Daerah
Tingkat II Ponorogo pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Tahun 1996 Nomor
19/C);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2005
tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati
Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005
Nomor 5/C);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007
tentang  Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan  Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor
2/Q);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2010
tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT.
Bank Jatim (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun
2010 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2010
tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT.
Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 6);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyertaan
Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM) Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
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Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyertaan
Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM) Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 (
Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017
Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2019 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 9 Tahun 2020
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten
Ponorogo Tahun 2020 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

Menetapkan :

dan
BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

(1)

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berupa laporan
keuangan memuat :

a. Laporan Realisasi Anggaran,;
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Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Neraca;

Laporan Operasional,

Laporan Arus Kas;

Laporan Perubahan Ekuitas; dan

m o a0 g

g. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan
keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf a, sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai
berikut :

a. Pendapatan Rp 2.251.782.234.203,27
b. Belanja Rp 2.228.535.472.522,01
Surplus Rp 23.246.761.681,26

c. Pembiayaan

Penerimaan Rp 86.947.910.073,46

Pengeluaran Rp 3.200.000.000,00

Surplus Rp 83.747.910.073,46

d. SILPA Rp 106.994.671.754,72
Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp19.512.854.095,75 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan Rp 2.232.269.380.107,52
setelah perubahan
b. Realisasi Rp 2.251.782.234.203,27

Selisih (kurang) Rp 19.512.854.095,75
(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp.(243.681.539.658,97) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah Rp 2.472.217.012.180,98
perubahan

b. Realisasi Rp 2.228.535.472.522,01
Selisih (kurang) Rp (243.681.539.658,97)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah
Rp263.194.393.754,72 dengan rincian sebagai berikut :

a. Defisit setelah perubahan Rp 239.947.632.073,46
b. Realisasi Rp 23.246.761.681,26
Selisih (Lebih) Rp 263.194.393.754,72
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(4) Selisih anggaran dengan relisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp156.199.722.000,00 dengan rincian sebagai
berikut:

a. Anggaran penerimaan Rp 243.147.632.073,46
pembiayaan setelah
perubahan

b. Realisasi Rp 86.947.910.073,46

Selisih (kurang) Rp 156.199.722.000,00

(5) Selisih anggaran dengan relisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp.(0,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran Rp 3.200.000.000,00
pembiayaan setelah
perubahan
b. Realisasi Rp 3.200.000.000,00
Selisih (kurang) Rp 0,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah
Rp.(156.199.722.000,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan neto Rp 239.947.632.073,46
setelah perubahan

b. Realisasi Rp 83.747.910.073,46
Selisih (kurang) Rp 156.199.722.000,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, sampai dengan
31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 42.847.632.073,46
b. Penggunaan SAL sebagai Rp. 42.847.632.073,46
Penerimaan Pembiayaan Tahun
berjalan
Sub Total Rp. 0,00
c. Selisih Lebih Pembiayaan Rp. 106.994.671.754,72

Anggaran (Silpa)

Sub Total Rp. 106.994.671.754,72

d. Koreksi Kesalahan Tahun Rp. 0,00
Sebelumnya
e. Lain-Lain Rp. 0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 106.994.671.754,72
Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c,
per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Jumlah aset Rp.2.411.017.255.318,16
b. Jumlah kewajiban Rp. 85.499.679.571,75
c. Jumlah ekuitas Rp.2.325.517.575.746,41



(1) Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
31 Desember 2020 sebagai

Pasal 6

ayat (1) huruf d, sampai dengan
berikut :

a. Pendapatan — LO

b. Beban

c. Defisit Kegiatan
Non Operasional

d. Pos Luar Biasa
Defisit-LO (a—-b-c-d)

Rp.2.245.597.525.033,60
Rp.2.249.455.064.599,92

Rp. 5.027.170.952,75
Rp 4.358.886.985,00
Rp. 13.243.597.504,07

(2) Defisit — LO sebesar Rp13.243.597.504,07 terdiri dari :

a. Defisit Operasi

b. Defisit Kegiatan
Non Operasional

c. Defisit Pos Luar Biasa
d. Desifit — LO

Rp. 3.857.539.566,32
Rp  5.027.170.952,75
Rp.  4.358.886.985,00
Rp 13.243.597.504,07

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf e, sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

Rp 42.847.632.073,46
Rp 300.827.265.548,26

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2020
b. Arus kas bersih dari aktifitas
operasi

c. Arus kas dari aktifitas investasi
aset non keuangan

Rp (280.780.503.867,00)

Arus kas dari aktifitas pendanaan Rp 44.100.278.000,00

e. Arus kas dari aktifitas Rp 0,00
Transitoris/non anggaran

f. Saldo kas akhir di BUD per 31 Rp 68.689.964.556,77
Desember 2020

g. Saldo kas akhir di Bendahara Rp 7.028.713,00
Pengeluaran

h. Saldo kas akhir di Bendahara Rp 10.000,00
Penerimaan

i. Saldo kas akhir di BLUD per 31 Rp 26.432.116.213,55
Desember 2020

j- Saldo Kas akhir Dana BOS per 31 Rp 1.865.552.271,40
Desember 2020

k. Setara Kas per 31 Desember 2020 Rp 10.000.000.000,00

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 ayat (1) huruf f, sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai
berikut:

a. Ekuitas Awal
b. Defisit - LO

c. Dampak Kumulatif Perubahan
Kebijakan/ Kesalahan mendasar

Rp 2.598.859.425.513,53
Rp  13.243.597.504,07
Rp 260.098.252.263,06

d. Ekuitas Akhir Rp 2.325.517.575.746,41
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Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 Ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif
maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini,

terdiri dari :
a. Lampiran I
Lampiran 1.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran [.4

Lampiran II

Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
lampiran VII

SRt a0 o

. Lampiran VIII

[y

Lampiran IX
j. Lampiran X

k. Lampiran XI
1. Lampiran XII

m. Lampiran XIII

n. Lampiran XIV
o. Lampiran XV
p. Lampiran XVI
q. Lampiran XVII
r. Lampiran XVIII

Laporan Realisasi Anggaran;

Ringkasan laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah dan
organisasi;

Rincian laporan  realisasi  anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan daerah
dan fungsi dalam kerangka pengelolaan
keuangan negara;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Neraca;

Laporan Operasional ;

Laporan Arus Kas ;

Laporan Perubahan ekuitas ;

Catatan atas Laporan Keuangan;

Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

Daftar Rekapitulasi penyisihan piutang
tidak tertagih;

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan
penyisihan dana bergulir;

Daftar penyertaan modal (investasi)
daerah;

Daftar rekapitulasi realisasi penambahan
dan pengurangan aset tetap daerah;

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam
Pengerjaan;

Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

Daftar dana cadangan daerah;

Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
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s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum
diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan kembali  dalam tahun
anggaran berikutnya;

t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD/
Perusahaan Daerah; dan
u. Lampiran XXI : Ikhtisar Laporan Keuangan Desa.
Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1 ayat (2) terdiri dari :

a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran VII Peraturan
Daerah ini.

b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik
daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XX
Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini

Pasal 13

Bupati Ponorogo menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai
rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 31 Agustus 2021

BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. SUGIRI SANCOKO
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Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 31-08-2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.
AGUS PRAMONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2021 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO, PROVINSI
JAWA TIMUR : 148 - 3/2021

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
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